SUMBER PEMBIAYAAN PEMBA-
NGUNAN: SUATU TINJAUAN PELAK-
SANAAN DAN PROSPEK REPELITA

 PENDAHULUAN

Sebagazmana dzkemukakan ‘dalam Repehta i Daerah Sumatera ‘Barat
_bahwa sebagai sasaran laju pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai ada-
Iah sebesar 7% per tahun.dan juga dikemukakan berbagai sasaran lainnya da-
lam ‘pembangunan daerah di Sumatera Barat. Untuk mencapai sasaran-
sasaran tersebut diperlukan usaha-usaha dan investasi di daerah yang didasar-
kan pada berbagai sumber pembiayaan untuk pembangunan

_..Sesungguhnya sumber pembiayaan pembangunan daerah itu ada berbagai

macam baik yang bersumber dari dalam daerah maupun. dam luar daerah.
-Sumber pembiayaan dari dalam daerah dapat berupa Tabungan Pemerintah
Daerah (tercermin dalam Anggaran ?embangunan Daerah), Tabungan Per-
usahaan, dan Tabungan Rumah Tangga. Di samping itu sumber pembiayaan
dari luar daerah berupa Anggaran Pembangunan Negara. (proyek sektoral
Pelita Nasional), serta bantuan Inpres yaitu alokasi dana APBN yang disalur-
kan ke daerah melalni APBD pada masing-masing tingkat pemerintahan,
sumber-sumber dalam negeri lainnya, seperti Kredit Investasi dan Investasi
Swasta Dalam Negeri dan sumber luar negeri berupa Penanaman Modal Asing
dan Bantuan Luar Negeri.

Oleh karena tinjauan pertengahan jalan pelaksanaan Repelita 111 ini lebih
ditujukan dan diarahkan pada pemahaman serta langkah atau kebijaksanaan
pemerintah daerah yang perlu ditempuh menjelang akhir Repelita IiI serta
karena terbatasnya data yang tersedia, maka titik berat aspek yang akan ditin-
jau adalah sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri,
khususnya APBD Daerah Tingkat 1. Kemudian secara umum ditinjau pula
perkembangan dan prospek sumber pembiayaan pembangunan yang berasal

*Qnf Panoniar nada Falnltac Blanami 1 inivareitae A ndalae don Elmijverciiae Indanecs (10E1Y




" PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT 863

Aari APBN dan Bantuan-Inpres vaitu sumber pembiayaan vang memegang
-peranan besar dalam pembangunan di.daerah. Sedangkan sumber-sumber -
‘lainnya hanya digambarkan atau ditinjau secara umum dan terbatas pad: hal—'
<hal yang:berkaitan dengan sumber»sumber pembiayaan yang men;adl pokok
fpembahasan tersebut d1 atas SRS - e

TINJAUAN KBBIJAKSANAAN REFELITA III s .-

Pola pemblayaan pembangunan menuruf Repehta 111 Sumatera Barat
tidak banyak bedanya dengan yang dilakukan selama Repelita I dan 11, Seba-
‘gian besar sumber pembangunan di daerah ini, yaitu sebesar Rp. 561.590,7 juta
(79, 46%) ‘diperkirakan berasal dari luar daerah, sedangkan vang berasal dari
dalaiti daera.h sendiri relatif kecil, yaitu hanya sebesar Rp. 145.205,5 juta
(20,54%). Dan dari sumber-sumber tersebut pembiayaan investasi pemeﬂntah
berjumlah sebesar Rp. 283,132, juta (40,06%), yang terdiri dari tabungan. pe-
merintah “daerah (dalam APBD, termasuk ‘dana Bantuan Inpres) sebesar
Rpi36.206,5 juta (5,12%) dan dana pembangunan sektoral Pelita Nasional
(dalam APBN yang terlokasikan) sebesar Rp. 246.926,4 juta (34, 94%) dan
: }umlah surnber pembiayaan pembangunan keseiuruhannya i s

oz Mengmgat sumber-sumber keuangan pemerintah, pusat dan daerah -ada-
lah terbatas, maka kebutuhan akan sumber keuangan yang berasal dariinves-
tasi nonpemerintah sangat besar. Dalam Repelita I1I Sumatera Barat, diperki-
rakan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi nonpeme-
rintah ini sebesar Rp. 423.663,2 juta (59,95%) yang terdiri dari tabungan per-
‘usahaan:Rp. 70.086,3 juta (9,42%), tabungan rumah tangga Rp. 38.912,6 juta
(5,50%), sumber dalam negeri lain-lain sebesar Rp. 117.684,5 juta (16;65%)
dan ‘sumber luar negeri sebesar Rp. 196.979,8 J‘uta atan 27,87% dari Jumlah
sumber pembiayaan seiuruhnya ; :

-Khusus niengenai keuangan Daerah Tingkat I'Sumatera Barat dapat-dike-
mikakan-bahwa dalam Repelita IIT diperkirakan penerimaan keuangan dae-
rah seluruhnya berjumlah Rp. 156.404,9 juta, dengan sebagian besar sumber
pembiayaan (rutin dan pembangunan) yang utama berasal dari pemerintah
pusat vaitu sebesar Rp. 134.267,5 juta {85,85%), vang terdiri dari Barituan
Anggaran Rutin Rp. 113.970,8 juta. (72,87%) dan Bantuan Anggaran-Pem-
bangunan® Rp. 20.296,7 juta (12,98%) dari total penerimaan daerah.
Sedangkan Pendapatan Daerah sendiri yang diperkirakan dapat dihasilkan
selama Repelita 111 hanyalah sebesar Bp. 22.137,4 juta (14,15%) vang meliputi
‘pendapatan rutin daerah sendiri Rp. 16.989,0 juta (10,85%) dan pendapatan
pembangunan daerah sendiri sebesar Bp. 5.168.4 juta (3,38%). Ini berart




o . o ANALISA 1982 59

:Sumatera: Barat, sebagaimana halnya pada pericde Repelita sebelumnya,
sangat tergantung pada sumber yang berasal dari bantuan pemerintah pusat,
Dengan: memperhitungkan bahwa perkiraan . Pengeluaran Rutin -selama
periode Repetita 11l sebesar Ro. 135.445,7-juta, maka tabungan pemerintah
dagrah yang dapat diciptakan untuk pembangunan keseluruhannya adalah
Bp. 136.404,5 juta dikurangi Rp. 135.445,7 juta vaitu sebesar Ep. 20.959,2 juta
atay 13,40% dari penerimaan atau keuvangan daerah keseluruhannya, Jumlah
Rp. 20.959,2 juta inilah yang digunakan wniuk ‘membiayai pembangunan
(sebagai Belanja Pembangunan} Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang ber-
-sumber dan keuangan pemermtah daerah Co

Selan}umya dapat dikemukakan bahwa pereraan atau farget Pendapatan
'Pemermtah.l’)aerah Tingkat T diperhitungkan dengan perkembangan pos-pos
yang bersangkutan pada tahun-tahun sebelumnya, dan jumiabnya banyak
dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: Bantuan atan Subsidi Pemerintah
Fusat;jumlah kendaraan bermotor, jumlah bus dan truk, volume pelayanan
‘kesehatan, jumlah ekspor kayu logs, jumlah pesawat televisi, dan lain-lain.
‘Sedangkan Pengeluaran Rutin Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor: jumlah
ipegawai khususnya guru SD, keperluan barang-barang, kebutuhan pemeliha-
raan, perjalanan dinas, dan subsidi pada daerah bawahan. Juga diproyeksikan
dengan cara irend sejalan dengan perkiraan kemungkinan perkembangan
faktor~faktor pengarnh masing-masing posnya d1 dalam periode Repelita IH
tersebut : [ WA

; "Atas .dasar perhitungan dan perkiraan menurut proyeksi yang dikemuka-
kan.di atas, maka dapat dikemukakan selanjutnya perincian sumber pem-
‘biayvaarn ‘dari keuangan daerah, rutin dan pembangunan selama periode
Repelita 111 sebagai berikut ini. Penerimaan Rutin Daerah sendiri yang ber-
JumiahEp. 16.969,0 juta atau 10,85% dari penerimaan-daerah seluruhnya, ter-
diri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 9. 818,3 juta (62,28%), Retribusi Daerah
Bp. 5.166,9 juta (3,30%), Penerimaan Dinas-dinas Rp. 663,0 juta (0,42%),
Laba Perusahaan Daerah Rp. 714,2 juta (0,46%) dan Penerimaan Rutin Lain-
lain - sebesar Rp. 606,6 Juta atau 0,39% dari jumlah Penerimaan Idaerah
:seluruhnya :

G Pener;maan Pembangunan vang diperoleh dari keuangan daerah sendiri
adalah sebesar Rp 5.168,4 juia atau 3,30% dari penerimaan total daerah,
meliputi penerimaan-penerimaan Rovalties/Lisensi Fee sebesar Rp. 2.392,4
juta (1,53%), Ipeda sebesar Rp. 377,1 juta (0,24%) dan Penerimaan Pem-
bangunan ‘Lain-lain sebesar Bp. 2.397,9 juta atau 1,53% dari penerimaan
daerah keseluruhannya. Demikianlah garis besarnya perkiraan susupan
surnber pembiavaan dan keuanean daersh dzlam Repelita 111 propinsi




'PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT 865:

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1975/1980-1981/1982

befarti sudah meiebihi perkiraan tiga tahun pertama sebagalmana yang liper--
kirakan dalam Repelita [IL{Rp.. 121,424,4 juta), vaitu lebih besar 42,55 Yo, dari.
perkiraan -dalam perencanaan. ‘Di-samping. itu dana pembangunan dae;ah'_
yang berasal dari pusat yang diperhitungkan datam APBD di daerah; cyaity,
berbagai Bantuan Inpres Pembangunan Daerah {di sini tidak termasuk Ban-
tuan Inpres Daerah Tingkat I) telah berkembang dan meningkat pula;:yaitu
dari :Rpi711.168,2 juta (1979/1980), ‘Rp.-18.740,3 juta (1980/1981}.dan
Rp.:28.626,6 juta (1981/1982) dengan jumlah total sebesar Rp. 58.535,1:juta;

Seiamutnya pembxayaan yang betasal dari Daerah Tingkat I sendiri {ter-
masuk Bantuan Inpres ngkat 1) yang tercermin dalam APBD Daerah Ting-
kat T Sumatera Barat telah berkembang dan meningkat pula. Belanja Pemba-
ngunan Daerah yang terlaksana dan dianggarkan telah meningkat dari’ seba-f
nyak Rop. 2. 985,4 juta 1879/ 1980) menjadl sebanyak Rp. 5.145.1 juta (1980/ '
1981) dan Rp. 9. 683,5 juta (1981/ 1982) dengan jumlah total selama tiga tahun
sebesar Rp 17.814,0 juta, § umlah ini juga lebil besar dari perklraan tiga tahun’
pertama Repehta II yang berjumliah Rp. 11, 697,8 3uta yaitu lebih 52 29%f‘dar1_'
Jumlah yang dlperk;rakan sebelumnya : ‘

Sementara itu jumiah Pemupukan Dana dari perusahaan dan masyarakat.
melalui lembaga Perbankan telah pula menunjukkan peningkatannya; yaitu
jumlah giro, deposito dan tabungan (termasuk Tabanas dan Taska) telah me-
ningkat dari Rp. 24.173,8 juta {1979) menjadi Rp. 35.662,3 juta (1980).dan
Rp. 48.179,3 juta (1981). Pemupukan dana ini telah turut membantu kemarm-:
puan-lembaga perbankan untuk memberikan kredit perbankan pada berbagai
usaha dan kegiatan di daerah. Adapun besarnya kredit perbankan keseluruh-
annya (termasuk Kredit Investasi, KIK dan KMEP) vang telah disalurkan/:
diberikan iembaga perbankan telah meningkat dari Rp. 46.667,9 juta (1979
menjadi-Bp. 63.342,4 juta’{1980) dan Rp. 99.844,7 juta (1981). Dan menurut;
keadaan hingga akhir 1980 jumlah PMDN sebanyak Rp. §6.842,7 juia dan.
PAMA berjumlah ASS% 42,743 ribu atau kira-kira Eo. 27.783.0 jute, vane dita-
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Keadaan Kenangan dan Sumber Pembiayaan Daerah Tingkat 1

Selama pelaksanaan tiga tahun pertama Repelita 111 garis-garis kebijak-
sanaan menurut program Kerja Pemerintah Daerah Tingkat { Sumatera Barat

berlandaskan pada: ketentuan menurut GBHN, Repelita I1I Sumatera Barat,
dan pedoman-pedoman Departemen Dalam Negeri. Dalam hubungan ini meli-

puti-antara lain: (a) diberlakukannya prinsip anggaran berimbang; (b) kedu-
dnk'aﬂ program dan proyek pembangunan daerah merupakan penunjang dan,
pelengkap program pembangunan nasional; (c) pemilihan program dan pro-:

yek dalam APBD selalu diperhatikan daya guna dan hasil guna dari alokasi

pénggunaan ahggaran; (d) subsidi pembanginan univk daerah bawahan yang!:
disediakan dalam APBD Sumatera Barat diarahkan penggunaannya; dan:
(e) penggunaan dana dilakukan secara efektif dan efisien dalam arti belanja.
rutin 'dibatasi dan dihematkan untuk meningkatkan biaya pembangunan, .7

“Dalam hubungan déngan garis kebijaksanaan tersebut di atas maka kom-

posisi realisasi‘dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tingkat 1
Sumatera Barat dengan mengikuti sistematika Repelita 111 tercermin dalam
Tabel 1.

L :_.I=)ar.i'_’I‘abei 1 terlihat bahwa total APBD yang direalisasikan dan dianggar-
kan selama tiga tahun pertama Pelita I1I mencapai jumlah Bp. 107,799,7 juta,

Jumlah ini adalah 43,38% di atas yang diperkirakan menurut Repelita HI

(Rp. 75.185,2 juta). Hal ini terjadi terutama karena bantuan pemerintah pusat

berupa subsidi rutin maupun subsidi pembangunan telah meningkat dan meit:-
capai Jumlah yang jauh lebih besar, Bantuan pemerintah pusat ini meningkat

dengan laju pertumbuhan 45,36% per tahun, yaitu dari sebesar Rp. 18.590,6
juta (1979/1980) menjadi Rp. 39.283,1 juta (1981/1982), dengan perincian sub-
sidi rutin meningkat dari Rp. 15.947,6 juta (1979/1980) menjadi Rp. 31.783,1
juta (1981/1982) dengan laju pertumbuhan 41,17% dan subsidi pembangunan
meningkat dari Rp. 2.643,0 juta (1979/1980) menjadi Rp. 7.500,0 juta (1981/
1982) dengan laju pertumbuhan 68,45% per tahun.

“Sedangkan pendapatan daerah sendiri yaitu pendapatan ruiin sendiri dan
pendapatan pembangunan sendiri memperlihatkan peningkatan pula tetapi ti-
dak: terlalu tinggi. Pendapatan daerah sendiri ini telah meningkat dari Rp.
5.367,0 juta (1579/1980) menjadi Rp. 7.043,30 juta (1981/1982) dengan laju
pertumbuhan 15,55% per tahun. Komposisinya terdiri dari pendapatan rutin
sendiri telah meningkat dari Rp. 3.879,8 juta (1979/1980) menjadi Rp. 5.035,7
juta {1981/1982) dengan laju pertumbuhan 16,94% per tahun, dan pen-

dapatan pembangunan sendiri telah meningkat dari Rp. 1.487,2 juta (1979/°

19830) meniacdi Bo. 1.737.3 juta {1981/1982) denoan lain nertumbnhan € N84,
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Tabet 1 2y

REAL]SASI DAN PENGANGGARAN SUMBER PENERIMAAN DAN BELANJIA,
o DAERAH TINGE\ATI SUMATERA BARAT, 1979/1980- 1981/1932 o
T {dalam jutaan rupiah -~ harga berlaku)

. 1979/1980 1980/1581 _1981/1982 - umiah 5,

ST T 23,9578 - 3RSI60 463260 107.799,7 mo 00
Bantian Pemerm!ah Ptua: Pl IBS00,6. 0 3LA45 02838 100 89.319,0 - L 82,85
beldLRutin o s Lo IS9AR6 L 36,2543 317831, . 739850 686
Subsxdx‘r—*cmbangunan o C2.s420 7 55L,0 - 7.500,0 15.324,0° 14,2

‘endapatan Dazrakh Sendm - 5,367,0 6.0?0,7 ' 7.043,0 18.480,7 In1d
PendaparanBurin 00 a0t 38798 V4SS 53057 - 13.560.7 12,58
A Fajak Paersk . . 25190 32254 37718 9.517,1 8,83,

CRetribisi Daerah ' T T goag Cis7gg 673,00 2.144,1 1,99
Perierimann Dinas:dinasi: 700 ¢ 11268 ¢ 12486 2869 0 1I662,3 61
N aba Perusahaan Dagrah . . 1654. . 201,8 . . 19,5 ) 558,7
¢ Lain-lain . i 225 3825 6785

Pendapatan Pembangunan 1 ’ 'I 487,72 '1.695,5 ] 7373 4.920,0

a. Ipeda 10% 86,7 88,5 108,0 283,3

i b.iRoyalties/Liscnsi Fae 7 T 768,8 S875,9 . 544,6 2.186,0-
c.-Rand Rent ... g 6% .- 130 . 159 35,8
Sumba.ngan Rehabliltas; Cengkeh L4547 548,5 800,0 1.803,2
Lelibain-lain - 173,47 - 169,5 268,8 611,7

- IEPENGELUARAN I 22.012,8 35,0745 48,459,1  105.545,2
. Loy Pengelaran Rutm ; it coo-d9.027,4 . -29.929,2 | 38.775,6 a7.732,2

a. Belanja Pegawal . 150164 210312 2T100,5 63.258,1

‘i ‘Belanja Rutin Lainnya S48 0 7 87980 0 11.665,1 24.474,1

--z.‘Pengeiuamn Pembangunim SR 2.085,4 3. 145 1 7 9.683,5 17.814,0

_g‘amr_qn . Fahun 197971580 dan 1980/19& angka replisasi, sedangkan tahur 1981/1982 angka APBD.

dapatan daerah sendiri ini juga telah mencapai angka yang melebihi dari target'
yang diperkirakan untuk tiga tahun pertama Repelita [1I. Pendapatan daerah
sendiri ini : selama tiga. tahun pertama - Repelita III diperkirakan sebesar
Rp.-11:192,3: juta, sedangkan yang direalisasi dan dianggarkan telah mencapai
jumlah- total. Rp. -18.840,7:juta, berarti . 65,12% lebih besar. di atas. yang
diperklrakan sebelumnya. .

Namun demﬂman jika kita lihat komposzsa keuangan dan sumber pem-
biayaan: -pemerintah - daerah yang dilaksanakan selama tiga ‘tahun pertama
Pelita “III "ini- tidak “banyak’ bedanya’ dengan yang diperkirakan menurut
Repelita: 111" Yang direalisasikan dan dianggarkan mempunyai perimbangan
Bantuan' Pemerintah Pusat sebesar 82,86% dan Pendapatan Daerah sendiri
sebesar 17,14% dari total keuangan ‘APRD. Sedangkan yang diperkirakan
dalam:Repelita III adalah Bantuan Pemerintah Pusat sebesar 85,11% dan
Pendapatan Draerah sendiri sebesar 14,89% dari perkiraan tota! penerimaan
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Di antara pendapatan daerzh sendiri bagian penerimaan rutin yang jauh
berada di atas perkiraan Repelita 1II adalah Pajak Daerah, yaitu selama tiga
tahun pelaksanaan Pelita 1T télah berjumlah Rp. 9.517,1 juta berarti 100,04%
di atas perkiraan sebelumnya yang berjumiah Rp. 4.757,7 juta. Juga peneri-
maan -rutin- lain-lain--yang telah direalisasi dan dianggarkan berjumlah
Rp. 678,5 juta yaitu sebesar 127,91% di atas perkiraan yang berjumlah
Rp. "..297 7 Juta, hanya saja jumlahnya kecil. Besarnya peningkatan Paga%c
Daerah terutama karena jauh lebih besarnya jumlah kendaraan bermotor darj
pereraan serta tarif pajaknya vang telah ditingkatkan. Demikian piila pos-pos
penerimaan rutin lainnya pada umumnya yang direalisas adalah lebik besar
daripada yang diperkirakan. Hal yang khusus ialah Retribusi. Daerah, di mana
jumlahnya yang dapat direalisasikan hanyalah sebesar Rp. 2.144,1 juta atau
19,13% di bawah yang diperkirakan dalam Repelita IIL, yaitu Rp. 2.651,4 juta,
Hal'ini terutama disebabkan antara lain karena pada dua tahun terakhir ini
sumbangan wajib televisi untuk dana daerah dihapuskan.

Pendapatan daerah sendiri yang merup_akan bagian penerimaan pem-
bangunan pada umumnya terdapat pula peningkatannya, bankan ada pos-pos
vang tidak tercamtum-sebelumnya sebagai penerimaan dalam Repelita III,
Land Rent (Bp. 35,8 juta) dan sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (Rp. 1.803,2
juta) vang diperoleh selama tiga iahun pertama Pelita III. Satu-satunya
penerimaan yang lebih kecil dari perkiraan adalah Pendapatan Pembangunan
Lain-laint, yaitu sebesar Rp. 611,7 juia, yang berarti 53,12% di bawah
nerkiraan Repelita 11T (Rp. 1.304,7 juta), hanya saja jumlahnya relatif kecil
sekali. Sebagai hasil dari kebijaksanaan dan perkembangan keadaan tersebut,
maka penerimaan pembangunan dari Pendapatan Daerah sendiri ini telzh
dapat dihasilkan sebesar Rp. 4.920,0 juta vang berarti 74,95% di atas
perkiraan perierimaan yang bersanghutan menurut Repelita 111 yaxtu sebesar,
Ep. 2. 812,2 Juta :

“*Dengan mengikuti pengeriian dan konsep Tabungan Femenntah Daerah'
(Tingkat 1) menurut Repelita III, vaitu kélebihan aiau selisih antara sehiruh
pendapatdn daerah sendiri dan bantuan pemerintah pusat dengan pengeluaran
rutin. Maka dengan demikian tabungan pemerintah ini adalah sama dengan
semua jumlah dana yang disalurkan untuk Pengeluaran atau Belanja Pem-
bangonan dalam hubungan ini maka jumlah tabungan yang dapat dihasilkan
yang jumlahnya sama dengan. Belanja Pembangunan itu berturut-turut ada-
lah :tahun . 1979/1980 sebesar Bp. 2.983,4 juta; tahun 1980/1981 ‘secbesar
Rp..5.145,1 juta dan tabup 1981/1982 sebesar Bp. 9.683,5 juta, Perbedaan atau
selisih antara realisasi jumlah penerimaan total dengan pengeluaran toial yang
terjadi selama tahun 1979/1980 dan 1980/1981 adalah karena Belanja Rutin
dalam-anggaran merupakan plafond vang tertinggi uniuk dikeluarkan, dan
kelebihannya dapat diperhitungkan untuk peningkatan anggaran tahun beri-
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Al_pkaéi_iﬁe_uangan dan Belanja Pembangunan Daergh Tingkat I

. Jumlah dana penerimaan Pemeriniah Daerah Tingkat I yang terdir dan L
* Bantuan Pemerintah Pusat dan Pendapatan Daerah sendiri tersebut, kese.

‘muanya dienggarkan untuk digunakan dan dialokasikan bagi keperlua
Pengelua

iran Rutin dan Pengeluaran/Belanja Pembangunan. Perkembangan

roporsi dari pengalokasian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pem-
rigunan yang direalisasi dan dianggarkan selama tahun 1979/ 1980-1981/

1982 adalah menurut Tabel 2, 7 : o -

':'B'ELANJA DAERAH TINGKAT 1 SUMATERA BARAT 1979/1980 - 1983/1982
T et Tutaan rupiah, harga beriaku}

ioo Jenis Y 197971980 198071985 1581/1982 Jumlah To o

1. Pengehiaran Rutin 190274 290202 387756 = 87.732,2 100,00, ..
1. Belanjz Pegawai 15.016,4 2:.131,2 27.110,5 63.258,1 72,105
2, Belanja Barang §.225.5 1.556,0 1.978,7 4,760,2 5,42
3. Belanja Pemeliharaan 3374 365,4 439,6 1.202, 1,37
4. Eélénjzi"?ez‘jalanaﬂ Dinas 80,5 257.5 3509 788,9 0,9¢
‘5. Belanja Lain-lain . 407,86 546,4 1,394,7 2.348,7 2,687
4. Bantuan Rutin Daerah Tingkat 1] 1.695,2 5.849,3 1.201,2 14.745,7 16,81 -
7. Pengeluaran Tak Terduga 164,8 2234 240,0 628,2 072"
1L Pengeluaran Pembangunan 2.985,4 3.145,1 5.683,3 17.814,0 160,00~
- #1. Bidang Ekonormi = 1.648,4 2.982,5 5.174,1 9.805,0 55,04 50
2. Bidang Sosial 3369 5576 1.221,2 2.118,7 11,89... :
3. Bidang Umum 5372 1,243,7 1.978,2 3.759,8 2,1
4. Subsici Pembangunan Daerah Ting- G
_.Ic_at H . 459,2 361,3 1.310,0 2.130,5 11,96 o

Lo Jumiah 22,012,8 35,0743 48,4591 105,546,2

Cateran: Tahun 1976/1980 dan 198071981 angka realisast anggaran, tzhun 1983/1982 angka
APBRD,

Dari Tabel 2 ternyata bahwa dari seluruh Belanja Daerah Tingkat 1
Sumatera Barat selama tiga tahun pertama Pelita 1II yang berjumlah
Rp. 105.546,2 juta, Pengeluaran Rutin berjumlah Rp. 87.732,2 juta (83,12%)
sedangkan Pengeluaran Pembangunan berjumlah Rp, 17.814,0 juta (16,88%)
dari jumlah pengeluaran seluruhnya. Pengeluaran Rutin vang direalisasi dan
dianggarkan tersebut telah melebihi dari perkiraan menurut Repelita 111, yaitu
sebesar Rp. 63.487,2 juta, namun dalam Repelita 1 proporsinya lebih besar
waltiy RA-4AW Fnrl gvapbirmmi Ttreemtale  an s oS 1 e s — 5
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dalam realisasi dan Denganggaraniya ternyata relatif agak lebih baik -atau
Iebih besar daripada vang dalam Repelita 111, yang hanya sebesar 15,56%,

" Selanjutnya dana yang dihimpun untuk pengeluaran pembangunan yang
ber Jumiah Bp. 17. 814,0 juta selama tiga tahun pertama Pelita IIT telah dl&l@k&«
sakan ke b}dang ekonoma Ep. 9.803,0 juta (55, ()4%), bidang sosial Rp. 2.118,7
3 {11 '39%}, bidang umum Rp. 3.759,8 juta (21,11%) dan subsidi Pem—
bangunan Daerah Tingkat II Bp. 2.130,5 juta atau 11,96% dari pengeluaran
atau belanja pembangunan seluruhnya. Jumlah realisasi dan pengelua;an
pengeloaran pembangunan ini (Rp. 17.814,0 juta) telah melebihi 52,29% dari
pengeluaran atau belanja pembangunan vang diperkirakan selama tiga tahun
periama menurut Repelita 111 yang berjumlah Rp. 11.697,8 juta. Dan dalam
perkirasn Repeliza 1T komposisi Belanja Pembangunan ini juga agak berbeda,
yaitu terdiri dari: bidang ekonomi Rp. 6.033,7 juta (51,58%), bidang sosial
Bp. 2.040,1 juta {17,44%), bidang umum Ep. 2.523,2 juta (21,57%) dan subsidi
Pembangunan Daerah Tingkat 11 Rp. 1.100,8 juta atau $,41% dari jumlah
total pengeluaran pembangunan yang diperkirakan selama tiga tahuﬂ pertama
Renehta I11 tersebut.

Sungeguhpun masing-masing bidang pembangunan telah mencapai jumlah
pembiayaan vang melebihi daripada apa yang diperkirakan dalam Repelita
III, dan sasaran pembangunan tetap diprioritaskan pada pembangunan
Bidang Ekonomi dengan tekanan pada sektor pertanian dan irigasi serta
sektor perhubungan dan pariwisata. Namun selams tiga tahun terakhir ini
tampak bahwa alokasi dana pembangunan Daerah Tingkat I vang terealisisasi
lebih banyak lagi ditekankan pada Bidang Ekonomi dan Subsidi Daerah
Tingkat 1T (bawahan) dibandingkan dengan vang tersusun menurut perkiraan
dalam Repelita 111, Sebaliknya dana yang terealisasi dan teranggarkan untuk
Bidang Sosial dan Bidang Umum perimbangannya relatif kecil daripada yang
diperkirakan sebelumnya.

PROSPEK PEMBAMNGUNAN 1982/1983-1983/1984

Umum

Selama dua tahun mendatang diperkirakan besarnya proyek-proyek FPelita
Masional (APBN) vang berlokasi di daerah Sumatera Barat masih tetap akan
meningkat, tetapi tidak sepesat pertumbuhan pada Pelita I¥ maupun selama
tahun-tahun vang lalu. Diperkirakan anggaran proyek Pelita Nasional ini un-
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. embangunan proyek Pehia Nasmnal seiuruhnya menca
Bpu 341_729 Sijuta;Ini berartd akan meéncapaijumlah sebesar-38,39% di.

3umlah yang diperkirakan’ atau dltargetkan {(Bp=246.926,4 juta): menu :
Repehia 1 Sumatera Barai. Di samping itu bantuan dana pembangunan dae-

- 1ah. ‘dari pusat yang sangat menuniang .pembangunan Daerah Tingkat I1 dan o

sekmral khusus di daerah tersebut yaitu'berupa Bantuan.Inpres:Pembangiinan
Daerah (nciak termasuk Bantuan Inpres Daerah Tingkat I} diperkirakan akan

menmgkat pula pada tahun-tahun mendatang, ietapi tidak sebesar. lajuper-. . .

tumbuhan tiga tahun anggaran yang laln, “yaitu 60,10%. Karena prospek kon- ]
digis keuangan negara mendatang yang relatif. kurang  secerah sebelumnya,-_
maka dajuipertumbuhannya hanya kira-kirarsama dengan periode- Pelita 11,

yaitu:sebesar 33,39% . per-tahun. Dengan demikian dua tahun anggaran mens

datang Bantuan Inpres ini’akan berjumlah Rp. 89.120,0 juta, sehingga secara
Reseluruhannya jumlah: dana pembiayaan yang berupa Bantuan-Inpres. ini
seiama pemode Repehta I akan bpr}umiah Rp 147.655,1 3uta : '

Seian_;utnya sumber <euangan dan pemblayaan pﬂmbanguﬁan yang b@rasal
dari: Daerah Tingkat I’ Sumatera Barat sendiri (termasuk Bantuan Inpres_
Daerah Tingkat T) selama dua tahun anggaran mendatang diperkirakan akan
tetapsmeningkat, tetapi-tidak sebesar laju pertumbuban sebelumnya. Sesuai
dengan RAPBD vang diajukan, untek tahun 1982/1983 jumlah APBD: JIe-
ningkat sebesar 14,38% sehingga mencapai jumlah Rp. 52.989,6 juia. Dan di-
perkirakan untuk tahun anggaran selanjutnya jumlah total penerimaan ABBD
hanya meningkat 18,79% per tahun, jadi masing-masing berada di bawah:.pe-
ningkatan rata-rata tiga tahun sebelumnya, yaitu 37,36% per tahun. Dengan
demikian jumlah total penerimaan APBD Daerah Tingkat I untuk dua tahun
anggaran mendatang changgar%«:an dan dlperkzrakan sebesar Rp. 116.766,8 juta
dan’ untuk masa lama tahun Pehta 111 akan mencapm Jumiah Rp 224, 566 5
Juta :

Dengan memperhatikan perkembanoan tahun-tahun yano lalu serta pros~
pek di masa datang, maka pemupukan dana melalui lembaga perbankan’'di-
perkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan untuk giro 26,35%,
deposito 20,10% dan tabungan (termasuk Tabanas, Taska dan tabungan lain-
nya) sebesar 29,80% per tahun. Sehingga dengan demikian jumlah pemupuk-
an dana dari-perusahaan dan masyarakat lewat lembaga perbankan itu akan
meningkat “dari jumiah total sebesar Rp. 60.624,0 juta {1982} nengadz
Rp ’76 252 g Juta (1983) dan Rp. 95.995,3 ]uta (1984). - SEERE
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‘pertumbuhan kredit perbankan beberapa tahun mendatang adalzh sebesar
30,53% per tahun. Dengan demikian kredit perbankan keseluruhannya (ter-
masuk Kredit Investasi, KIK dan KMKP) yang akan tersalur kepada usaha
gwasta atan masyarakat akan meningkat dari Rp. 130.327,3 juta (1982) men-
3ad1 Rp. 170. 116 2 Juta (1983) dan Rp 222 052 7 Juta (198-’-%) e

' '?r@spek Sumher Keuangan déan Pem&naya&n APBD Daersh Tingkat [ -

Dengan mengmgat kondisi-keuangan negara yang relatif kurang secerah
tahun<tahun sebelumnya, maka diperkirakan laju pertumbuhan bantuan.dana
dari'sumber pemerintah pusat relatif akan lebih kecil pula. Dalam hubungan
ini menurii yang diajukan dalam Nota Keuangan RAPBD Daerah Tingkat 1
Sumatera:Barat, maka untuk tahun 1982/1983 dianggap subsidi rutin mening-
kat12,84% dan subsidi pembangunan meningkat 20,0% dari anggaran tahun
sebelumnya. Demikian pula pendapatan rutin sendiri meningkat 16,92% dan
pendapatan pembangunan sendiri meningkat 10,73% dari anggaran tahun
sebelumnya. Selanjutnya untuk tahun 1983/1984 diperkirakan akan terdapat
keadaan keuangan dan anggaran penerimaan daerah yang agak lebih baik dari
tahun anggaran sebehimmya. Dan diperkirakan untuk tahun 1983/1984 akan
terdapat peningkatan bantuan-pemerintah pusat vang lebih besar, yaitu sub-
sidi rutin'meningkat 18,51% dan subsidi pembangunan 29,69% dibandingkan
dengan anggaran tahun sebelumnya, Demikian pula pendapatan daerah sen-
diri“diperkirakan akan meningkat yang lebih besar pula, yaitu pendapatan
rutin(asli daerah) meningkat 19,16% dan pendapatan pembangunan sendiri
menmgkat 15 0% d1bandmgkan anggaran tahun 1982/1983. o

Atas dasar asurnsi, perkiraan dan perhitungan yang dikemukakan di atas
maka akan tercapai komposisi sumber keuangan dan pembiayaan pemba—
ngunan daerah menurut Tabel 3 berikut ini, dengan catatan di sini tidak ter-
masuk sisa anggaran {rutin dan pembangunan) tzhun yang lalu maupun
SIAP tahun yang bersangkutan sebagaimana yang dicantumkan dalam MNota
Keuangan RAPBD Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

‘Dari Tabel 3 tersebut tampak bahwa Bantuan Pemerintah Pusat selama dua
tahun anggaran mendatang akan mencapai jumlah Rp. 99.035,7 juta, sedang-
kan Pendapatan Daerah sendiri akan berjumiah Rp. 17.731,1 juta, jadi jumlah
penerimaan daerah seluruhnya sebesar Rp. 116.766,8 juta. Dengan demikian
selama periode 5 tahun Pelita III jumlah realisasi dan perkiraan Bantuan
Pemermtah Pusat akan mencapa1 sebesar Rp 188 354 7 3uta Pendapatan
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Tabdl 3

REALISASI DAN PERKIRAAN SUMBER PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
- DAERAH TINGKAT. I SUMATERA BARAT: A878/1980 - 198371984
2tz ]utb:m rupzaix harg

198271482 -:-.11982_4’1983 '-"-1983/_’i§_84 i Jumlaht ol

893190 HS6LT | SIT0 . 1883547
C735ES,003sEe2T 425008 152.348.6

© 5338005 T IS000[0 I UTLEIZ 36,006,
84807 8.1I65 06042 362018 .
(433607, . 6.203,2 . T3950 . 27,0359 .

2 Subsxdx ?ambangunaﬂ

Al Pendapa!an Daera}z Sena’rrr
1 Pendapa:an Rutm

‘. Pajak Dagtah CUORSITL 464330 TUET09,4 19,8698
b.iRetribusi Daerak ©° D 2184, o TIe, 00 8384 3.752,5
g 8 Penerimaan Dinas-dings o . . £62,3. . 3560 .. 460,5 . 1.478,8
" d. Laba Perusahaan Dacrah :558,7 177,977 170,5 B
€. Lain-lain LT 6785 A56,0 T A213,2 “1.441,7
2. Pendapgtan Pembangunen 4.920,0 1.923,7 2.212,.2 9.053,9
a. Ipeda 10% 283,3 1260 145,7 555,0
“ib Royalties/Lisensi Fes o0 w0 o0 C2.1860 - 634,000 L 697,57 31.517,5
¢. Land Rent : . . .358 . 500 ... 1410 : 226,8
d, &zmba.ngan Rehabahtam Cengkc:h C1.803,2 8399 | 9367 3,579,8
':"c. Lain-ain & (5 . PORLUBIT Y 2938 U293 L1768

“Jumlah 9T 52986 @71 24585 N

Catatan;  Tahun 1982/1983 angka RAPBD dan tahun 1983/1984 angka perkiaan (proyeksi).

“Bila: dibandmgkan dengan perkaraan dalam Repelita 11, ‘maka jumlah‘
realisasi dan perkiraan Bantuan Pemerintah Pusat akan mencapai sebesar
39,58% lebih tinggi di atas perkiraan sebelumnya (Rp. 134.267,5 juta), Pen-
dapatan Daerah sendiri lebih tinggi sebesar 16,13% daripada perkiraan sebe-
lumnya (Rp:'22.137,4 juta) dan jumlah total Penerimaan Daerah seluruhnya
akan mencapai sebesar 43,38% di aias perkiraan sebelumnya {(Rp. 156.404,9
juta) sebagaimana yang dikemukakan dalam Repelita 1II Sumatera Barat. =

Selanjutnya peranan‘dan komposisi pos-pos penerimaan dalam realisasi’
dan perkiraan selama Pelita III dibandingkan dengan yang tercantum dalam
Repelita ‘IIT juga akan mengalami sedikit perubahan dan pergeseran, yaitu
Bantuan Pemerintah Pusat dari 85,85% menjadi 83,87%, Pendapatan Daerah
sendiri dari 14,15% menjadi 16,13% dari total pemerintah daerah seluruhnya,
Jadi sungguhpun peranan atau bagian penerimaan daerah yang bersumber
dari Bantuan Pemerintah Pusat tetap mendominasi dalam jurmlah total pene-
rimaan ‘dasrah, i{etan] perimbaneannva telah dan akan gediki  beresear
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Prospek Alokasi Keusngan dan Belanja Pembangunan Daersh Tinghkat 1

Atas dasar petunjuk dan pedoman bahwa dalam penyusunan APBD Dae-
rah perlu selalu diberlakukan prinsip anggaran berimbang, maka untuk dua
tabun anggaran mendatang pendapatan total daerah 1982/1983 dan 1983/
1984 akan diseimbangkan dengan pengeluaran total daerah pada tahun anggar-
an-yang bersangkutan, Namun dalam Nota Keuangan RAPBD Daerah Ting-
kat I Sumatera Barat di dalam penganggarannya itu sudak’ éxperhltungkan sisa
iebih- anggaran (rutin dan pembangunan ) tahun sebelumnya serta sisa anggar-
an pembangunan yang diperkirakan terjadi tahun yang bersangkutan {dalam
bentuk PM), sedangkan dalam analisa di sini tidak termasuk sisa anggaran'ter-
sebut. Dengan demikian jumlah pengeluaran tahun 1982/1982 yang dianggar-
kan (tidak termasuk sisa anggaran) adalah sebesar Rp. 54.419,6 juta dan tahun
1983/1984 diperkirakan sebesar Rp. 63.565,0 juta. -

Selanjutnya dengan mengambil angka Nota Keuangan RAPBD yang di-
ajukan untuk tahun 1982/1983, dan dengan mengasumsikan bahwa: {a) jum-
lah total penerimaan sama dengan jumlah total pengeluaran; dan (b) jumlah
total pengeluarannya dialokasikan menurut proporsi yang sama seperti tahun
1982/1983, maka akan diperoleh jumlah realisasi, anggaran, dan perkiraan
selama dua tzhun anggaran mendatang dan selama lima tahun anggaran Pehta
11 adalah sebagaimana vang iercantum dalam Tabel 4.

Dari perkiraan menurut Tabel 4 ternyata bahwa jumlah pengeluaran ratin
selama dua tahun anggaran mendatang adalah sebesar RBp. 80.765,0 juia, se-
dangkan-pengeluaran pembangunan sebagai hasil dari terciptanya Tabungan
Daerah -adalah sebesar Rp, 27.219.6 juta. Dengan-demikian selama periode
limartahun Pelita HI jumiah realisasi dan perkiraan Pengeluaran Rutin menca-
pai'sebanyak Rp. 178.497,2 juta, yaitu 38,19% di atas jumlah yang diperkira-
kan semula (Rp. 135.445,7 juta), sedangkan Pengeluaran Pembangunan men-
capai sebanyak Rp. 45.033,6 juta, jadi 52,29% -di atas jumlah yang dlperklra-_
kan semula (Rp. 20.959,2 juta) menurut Repelita 111,

- Jikarditinjau lebih lanjut ternyata bahwa pengeluaran rutin yang dilaksa-
nakan «dan diperkirakan selamsa: Hma tahun Pelita Iil- adalah 79,85%
sedangkan  pengeluaran pembangunan sebesar. 20,15% dari jumlah. total
pengeluaran daerah keseluruhannya. Dibandingkan dengan perimbangan per-
kiraan dalam Repelita III di mana Pengeluaran Rutin 86,60% dan Pengeluaran
Pembangunan 13,40%, berarii yang terjadi dan diperkirakan terjadi merupa-
kansuatv kondisi vang relatif lebih baik daripada perkiraan Repelita 11, yaitu
adanva mensoeceran Bacian anesaran sehesar .75 dart Pengeluzran Butin
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' PERKIRAAN ALOKASI KEUANGAN DAN BELANIA
DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, 197971930 - 1983/1584
{dalam jutaan rupizh, harga berlaku)

1$79/1980 -
1598171982 1982/1983  1983/1984 Jumlah

U aimaz. angead. #n.0006 " 1784972

“i 0581 129.088,0 SI263216
P A TR0 280150 03, L 10.835,3 7
12024 0 0698,9 27150
N _ : 788,90 47427 1.816,1
Belenfa Laindain iy - LAt i ot agl 1713080 -1y 8.378,2 o
.. 6, Bantuan Ruun Dacrah Tingkat1 . 147457 7.205,9 ... By 30.367,6
: 7 Peng daran Tak Tetduga BRI & 200,070 2 T34
"!.( Penge!uamn Pembanzinan - W i R840 0 123552 14.466,0 45.033,6
nBidang Ekonemi;oi 57 00 it 6 0080500 60005 . BOILZ o 228167
2. Bidang Sosial - 0 - oo 2187 18694 - 23010 _6.389,1
3. Bidang Umum 137598 29802 34710 0 10.217,0
4, Subsidi Pembangunan Daccah
Lo Eingkst I Lo 21305 16051, 1.875.2 5.610,8 | 22,48

22 Jumlah Pengeluaran L 105.346,2 54.419,6  -163.565,0 - et

Catarin: “Tahun 1982/1983 angka RAPBD dan tehun 1983/1984 aitgka perkiran (proyeksd).

Selan;utnya mengenai perimbangan Jumlah pengeluaran menurnt bldangf'_'_
dapat dikemukakan bahwa alokasi anggaran vang direalisasi dan diperkirakan
seldamavpericde Pelita 1if adalah pada Bidang Ekonomi sebesar Rp. 22.81¢,7
juta yaitu 111,06% di atas yang diperkirakan semula (Rp. 10.810,7 juta);
Bidang Sosial sebesar Rp. 6.389,1 juta, yaitu 74,79% di atas yang diperkirakan
semula - {Rp.+3.655,3 juta), Bidang Umum sebesar Rp. 10.217,0 juia vaitu
125,5% lebih bésar daripada perkiraan semula (Rp. 4.520,9 juta) dan subsidi:
Pembangunan Daerah Tingkat 11 sebesar Rp."5.610,8 juta yaitu 184,48% lebih’
besardaripada perkiraan semula (Rp. 1:972,3 juta) menurut Repelita 111, Dan
perimbangan alokasi anggaran menurut bidang vang direalisasi dan diperkira-
kan ‘selama” Pelita ‘11 ini adalah Bidang Ekonomi 50,66%, Bidang Sosial
14,19%, Bidang Umum 22,69% dan Subsidi Pembangunan Daerah Tingkat I1
12;46% dibandingkan dengan vang ‘tercantum dalam perkiraan menurut
Repelita 111 ‘terdapat’ perbedaan yang agak besar yaitu Bidang Ekonomi
51,58%, Bidang Sosial 17,44%, Bidang Umum 21,57% dan Subsidi Dasrah
Tingkat II 9,41%. Dengan demikian terdapat penggeseran anggaran sebesar
4,17% dari Bidang Sosial dan Bidang Ekonomi ke arah Bidang Umum dan
Subsidi Dacrah Tingkat 11 dari apa vang direalisasi dan diperkirakan terjadi
dibanding denean apa vane dikemukakan dan diverkirakan menurut Benslita
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KEBIJAKSANAAN PEMBANGUMAN MENJELANG AKHIR REPELITA
1

Umum

‘Sumber pembiayaan pembangunan yang nonpemerintah yaitu: sumbe.
'pembizyaan tabungan perusahaan dan perorangan melalui perbankan seperti
Tabdnas, Taska dan tabungan lainnya, sumber pembiavaan perkieditan se-
perti-Kredit Investasi, KIK, KMKP dan lain-lain, sumber pembiayaan pena-
naman modal swasta seperti melalui PMDN dan PMA serta bantuan luar
negeri pada dasarnya ditentukan atau dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan tin-
dakan secara sentral dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan melalui
berbagai kebijaksanaan negara, yaitu di bidang fiskal, moneter, perkreditan,
hubungan ekonomi dan moneter luar negeri, dan sebagainya.

Sedangkan sumber pembiayaan pembangunan pemerintah dapat dikemu-
kakan tiga komponen yang utama, vaitu: {a) Pembiayaan melalui APBN
{proyek sektoral Pelita Nasional) untuk melaksanakan pembangunan dalam
ranghka dekonsentrasi; (b) Pembiayaan melalui APBN yang dialokasikan atau
disalurkan ke daerab dalam bentuk Bantuan Inpres vang diperhitungkan ke
dalam APBD daerah; dan (¢) Pembiayaan melalui APBD daerah untuk me-
laksanakan pembangunan dalam rangka desentralisasi. Pengaturan dan upaya
yang:menyangkut sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan pemerin-
tah ini dilaksanakan melalui kebijaksanaan keuangan dan anggaran pemerin-
tah, pusat maupun daerah, baik vang diatur secara sentral maupun vang dapat
ditetapkan di tingkat daerah.

: “Kebijaksanaan dan usaha pemerintah pusat ke arah perbaikan, inten-
sifikasi dan penyempurnaan yang menyangkut sumber pembiayaan pem-
bangunan itu selalu dilakukan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
Lebih-lebih lagi dengan kondisi keuangan negara yang tidak secerah tahun-
tahun yang lalu sebagai akibat pembekuan harga minyak OPEC, resesi dunia
yang berlarut-larut, gejolak ekonomi dan moneter luar negeri, kesemuanya
turut- berpengaruh terhadap perekonomian dan keuangan negara, Dengan
demikian tindakan dan upaya pemerintah pusat yang menyangkut dengan
peningkatan program pembangunan dan sumber pembiayaannya diperkira-
kan -akan lebih menonjol dan meningkat lagi, khususnya menjelang akhir
Repelita IIL. :

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kebijaksanaan dan usaha
di tingkat daerah, khususnya oleh pemerintah daerah, adalah melakukan ber-
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usaha ‘pemerintah -tingkat ‘pusat. Upaya dalam memperbesar partisipasi’ cian- :

kontnbus; daerah yang-sejalan dan terpadu: dengan pusat. perfu lebih chtmg»-'_' '

katkan: Di sini usaha dan tindakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi.
smpleikasx dalam:menunjang pusat-sangat perlu ditingkatkan dan dzsempu -
nakan; Dengan demikian diharapkan sumber keuangan dan pembiayaan ¢ pem~

bangunan- akan: berjalan lebih intensif dan’ akan menjadi lebih terhlmpu o
terarahkan dan terintegrasi: secara terpadu dengan sumber pemblayaan* an"
program pembangunan daerah, - : T s :

Keadaan Daerah Samhez‘ Pemhiayaan dan. ?rogmm ?embangﬂnan _—

Baak dari perkiraan Repelzta Hi Sumatera Barat manpun daiam rea‘.hsasz
dan:penganggaran selama ‘Repelita 11 vang sedang berjalan: ini, nyatalah -
bahwa keuangan dan pembiayaan pembangunan -daerah (khususnya Daerah
Tingkat I) terutama bersumber dari dana Bantuan Pemerintah Pusat. Sekitar
83-86% dari penerimaan daerah berasal dari Bantuan Pemerintah Pusatdan
hanya ‘sekitar 14:17% saja yang bersumber:dari .daerah sendiri, Ini berarti
bahwa :pertama-tama untuk masa mendatang, kKhususnya menjelang -akhir
Pelita I1I, .diusahakan terus agar pemakaian sumber dana dari pusat itu dilak-
sanakan dan diatur secara le’mh berdaya guna dan: berhasil guna.

Dengan tetap berlakunya pringip anggaran benmbang berarti untuk me-
ningkatkan belanja pembangunan perlu dilakukan pada satu pihak peningkat-
an penerimaan sendiri yang ‘berasal dari daerah sendiri. Dalam hubungan ini
usaha peningkatan sumber penerimaan daerah perlu diteruskan, yaitu dengan
melaksanakan kebijaksanaan dan upaya intensifikasi pemunguian perpagakan
dan penenmaan daerah sendiri.: : b

-Dx- laln p1hak prinsip i#tu juga berarti perlu dilaksanakan penghematan
pengeluaran rutin daerah. Dalam hal .ini.diatur penggunasn dana secara
efektif dan efisien dengan melakukan pembatasan dan penghematan belanja
rutin. Dengan demikian akan dapat tercipta tabungan pemerintah daerah.vang
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja pembangunan, Kebijaksa-
naan dan usaha tersebut di atas telah cukup menunjukkan hasilnya selama tiga
tahun anggaran Pelita II1, yaitu tabungan daerah untuk belanja pembangun-
an telah meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp, 2.985,4 juta (1975/1980) menjadi
Rp. 5.143,1 juta (1980/1981) dan Rp. 9.683,5 juta (1981/1982) dengan pening-
katan rata-rata 80,10% per tahun, Kebijaksanaan dan usaha ini perlu dilanjut:
kan terus di masa mendatang khususnya menjelang akhir Pelita 111

alamtsrferrrn Trardyyrdny brmen anam prem v 3 rban emamrvrrm et s Jo e tn owd 7o ey s Y on maee o e mgern




878 ' : : AMNALISA 198270

nasional;sehingga program dan proyek pembangunan dasrah bertujuan an.
“tuk:memperbesar. pariisipasi ‘dan kontribusi daerah dalam mencapal tujuan
pembangunan, Dalam hubunganiini kebijaksanaan dan program kerja peme-
rintah'daerah perlu tetap berpedoman pada garis kebijaksanaan pembangun-
" an‘nasional, khususnva atas landasan trilogi pembangunan dan delapan jalur
pemerataan. Bahkan pedoman kebijaksanaan ini perlu diusahakan dengan
Iebih=nyata dagi tercermin- dalam penyusunan program dan proyek pembas
ngupan daerah di masa mendatang, khususnya menjelang akhir Repelita-T1I,

D samping itu dalam menetapkan pilihan proyvek dalam setiap program
yang terivang dalam APBIN, agar tetap selalu diperhatikan daya guna dan
hasil guna dalam alokasi pemakaian anggaran. Dengan demikian secara ber-
tahap akan dapat diwujudkan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kese-
jahteraan yvang semakin merata dan adil serta akan dapat chletal«.kan iandasan-
yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya :

“Pada umumnya dalam batas taraf kemampuan, dana dan daya tersedia;
kebijaksanaan dan program vang dikemukakan di atas itu telah cukup men-
jadidandasan dan dasar kebijaksanaan pembangunan daerah dalam periode
tiga tahun anggaran yang lalu, dan selanjutnya khususnya untuk dua tahui
mendatang menjeleng akhir Pelita 11, kebijaksanaan dan langkab-langkah
serta program kerja pembangunan tersebut perlue dltmgkatkan dan disempur-
nakan 1ag1

Daiam hubungan dengan itu dari segi penerimaan daerah sendiri masih
perlu ditingkatkan kebijaksanaan perpajakan daerah secara terpadu dalam
menunjang peningkatan investasi, program pembangunan dan procduksi/pen-
dapatan regional di satu pibak, dan menunjang usaha pemerataan pendapatan
masyarakat dan perluasan kesempatan kerja di lain pihak. Kebijaksanaan dan
usaha intensifikasi perpajakan daerzh perlu disertai dengan berbagai langkah
dan useha dalam mewujudkan pelayanan vang lebih baik pada wajib pajak,
penertiban dan pengawasan terpadu terhadap aparatur kevangan daerah dan
peningkatan disiplin perpajakan serta kepatuhan wajgib pajak di kalangan
masyarakat.

Dari segi pengeluaran daerah, selain kebijaksanaan dan usaha penghemat-
an ‘belanja rutin, maka pengeluaran atau belanja pembangunan perhu dilaku-
kan dengan-lebih terarah dan terpadu. Di samping kebijaksanaan dan pro-
gram keria sebagaimana yvang dikemukakan di atas, maka perimbangan ang-
garan pembangunan menurut bidang dan sektor pembangunan ke arah yang
iebih menunjang dan mendukung rencana dan program pembangunan secara
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xontas daiam %Jelanja pembangunan Tetapx L.nu.k dua tabun : g{_ '_

.pembmaan enerasi muda,

& --:_:.Sumb.er keLangan dan.pembiaysan pembangunan daerah Sumaterasﬂarat S
tela mbang dan memngkat cukup. besar selama tiga tahun p 2
Pehta Hidan dlanggarkan serta dlperkarakan akan memngkat terus di masa-
datang, %chususny& men;elang akhir Pelita I11. Dan. data reahsas
ta penganggaran dari sumber. dana dan. pemblayaa.n pemba'lgunan tersebut' '
telah menu Jukkan pemngkatan yang meleblh; darz jumliah yang d;targetk 11:
untuk selama tiga tahun pertama Pelita 111, Tendensi ini akan berlangsung'
ferus sehmgga pada umumnya;:baik segi penerimaan maupun segi pengeluar-
anjidanasyang akan direalisasikan dan dianggarkan adalah cukup besar mele-
bihi dari ‘yang:ditargetkan dan dxperkuak&n daiam perencanaan Repehta 11
yang dlsusun sebe]umnya : 4

. Me gat kebutuhan akan penmgkatan pembangunan ‘di masa me
Eang, maka 'keperluan akan dana pembiayaan pembangunan yang bersumber
dari nonpemerintah maupun dalam benivk sumber APBN dari pusat mening-
kat pula. Sehingga sumber-sumber dana pembiavaan pembangunan ini perlu
dinsahakan dan ditingkatkan di masa mendatang, khususnya menjelang akhir
Pelita 111, Dalam hubungan ini kebijaksanazn dan usaha pemerintah pusat 'di
bidang fiskal, moneter, perkreditan, dan sebagainya ke arah perbaikan, inten-
sifikasi dan penyempurnaan yang. menyangkut dengan sumber pembiayaan
tersebut:telah dilakukan dan. bahkan periu ditingkatkan di masa mendatang;
lebih:lebih“mengingat perekonomian dan keuangan negara kita cukup.peka
terhadap pengaruh ekonomi dan moneter dunia. Dalam hubungan ini- pema

riniah daerah perlu. meletalkkan kebuaksaﬁaan dan. usaha vang menunjang
dan melengkapl kebijaksanaan dan usaha pemerintah tingkat pusat tersebut

Demﬂczan pula daiam hai keuangan, dan pembxayaan daerah, yang ‘ber-
sumber dari pusat maupun dari daerah sendiri, sebagaimana tercermin; dalam
APBD daerah, mengingat kebutuhan akan peningkatan pembangunan dae-
rah, perlu dilanjutkan usaha peningkatannya yang berjalan selama ini-mau-
pun untuk tahun-tahun mendatang. Dalam’ hubungan ini kebijaksanaan dan
usaha peningkatan besarnya Tabungan Daerah dengan menghemat Belanja
Rutin di satu pihak dan meningkaikan Penerimaan Daerah sendiri.di lain
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... Selanjuinya kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat
yang memberlakukan prinsip anggaran berimbang, memberfakukan pmgram
dan. proyek pamenntah daerah sebagai penunjang dan pelengkap program
pembangunan nasional, menetapkan pilihan program/provek dalam alokas;
anggaran APBD dengan memperhatikan daya guna dan hasil gunanya,
menentukanarah subsidi pada daerah bawahan yang diberikan melalui APBD
Daerah Tingkat I vang berjalan selama ini, tetap dipakai untek masa menda-
tang khususnya menjelang akhir Pelits 111, Bahkan kebijaksanaan dan usaha
tersebut perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Keb:;aksanaan dan usaha berupa pengatiran perpajakan daerah’ secara
konsepsxonal dan terpadu, intensifikasi pernungutan penerimaan keuangan
daerah, perbaikan prosedur dan pelayanan pada wajib pajak, pengawasan ter-
padu terhadap aparatur dan administrasi keuangan daerah, peningkatan di-
smlm perpajakan dan kepatuhan wajib pajak perlu dilanjutkan terus dan
bahkan Ieblh dimantapkan dan ditingkatkan untuk masa mendatang.

Dan segi pengeluaran daerah selain kebijaksanaan penghematan Belanja
Ruim, maka Belanja Pembangunan perlu diatur dan dilaksanakan dengan
lebih terarah dan terpadu. Sejalan dengan berbagai kebijaksanaan tersebut di’
atas, maka kebijeksanaan pemberian pricoritas serta asas keseimbangan dan
keselarasan dalam alokasi pembiayaan pembangunan daerah perlu lebih men-
dapat perhatian lagi di masa-masa mendatang, khususnya menjelang akhir
Pehta HI

SUMBER DATA DAN INFORMASI

1.  Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga
FU197971950 - 198371984 Daerak Tingkat T Sumatera Barat,
2, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemba-
- ngunan Daerah Swmatera Barat (Tahun 1979/1980, Tahun 1980/1981, Tahun 1981/1982
- dam Tahun 1982/1983).
3. _Pemermtah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Keterangan Pertarzggung,-awaban Gubemur
Kepala Daeragh Tingkat I Sumatera Borat pada DPRD Daerah Tingkat I Sumatera Barat
" (Tahun 1979/1980).
4. Republik Indonesia, Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada DPR-
Republik Indonesia (Pelaksanaan Tahun Pertama Repelita 111, Pelaksanaan Pembangunan
“Tahun 1980/1981).
5. Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tentang FPerkembangan Proyek-
proyek Pelitc: Nosional (Tahun 197971930 dan Tahun 1980/1981), )
6..Bappeda Tingkat 1 Sumatera Barat, Dafter Lokasi Proyek-proyek Pelita Nasional Tahun
1931/1982 dii Sumatera Baral.
7. Bappeda Tiz_agkae 1 Sumatera Barat, Swmatera Barat Dalam Angke (Tahun 1979 dan Tahun
1980).






